KEPALA DESA KUBANG TANGAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN KEPALA DESA KUBANG TANGAH

NOMOR ? TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4
Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025,
maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam
Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
yang  disusun  sesuai deéngan = kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, Qﬁ
makmur, dan sejahtera; J\

{



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan

Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19 );

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan  Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

0

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik&



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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11.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201‘4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang:Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturani



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

14. Peraturan Menteri Balam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
‘ Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
‘ Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional QL
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; x



22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2025;

23. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025
tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada

Pangan.

24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunte Npmor 42);

25, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor
112);

26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Sawahlunto Nomor 14)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran daerah Kota Sawahlunto Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 98);

27. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kota Sawahlunto;

28. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

29. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020
Nomor 15);

:[
d
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aturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun
garan Pendapatan dan

2025 (Berita Daerah

30, Per
0024 tentang Penjabaran Ang

Belanja Daerah Tahun Anggaran
Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 22);
Tahun 2017

1. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2
Tata Kerja

tentang Susunan Organisasi dan
Pemerintah Desa Kota Sawahlunto;

3

39. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun
7018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

di Kota Sawahlunto;

33. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pengelolaan ~ Keuangan Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

34. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Desa

35. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 22);

36. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Kubang Tangah Tahun 2019-2025 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Desa Kubang T angah
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Kubang Tangah

Tahun 2025 Nomor 4 )

37. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kubang
Tangah (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2020

Nomor 7);

38. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kubang
Tangah Tahun 2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah
Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Desa Kubang Tangah Nemor 2 d
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa x



} Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa
Kubang Tangah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUBANG TANGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri

. dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa 4 Rp. 0,00
b. Transfer
Sebelum Rp. 2.570.389.311,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. (96.476.114,00)
Sesudah Perubahan Rp. 2.476.294.321,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Sebelum Rp. 0,00
Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
‘ Sesudah Perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.476.294.321,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sebelum Rp. 1.353.418.225,23
Bertambah /(Berkurang) Rp. (31.601.140,00)
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.321.817.085,23

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sebelum Rp. 661.114.000,00 4
Berkurang/(Berkurang) Rp. (58.557.150,00) g&

Jumlah Setelah Perubahan Rp 602.556.850,00 3{



v

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sebelum Rp. 263.960.000,00

Bertambah/(Berkurang) Rp. (22.531.100,00)

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 241.428.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sebelum Rp. 262.925.000,00

Bertambah/(Berkurang) Rp. (131.451.000,00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan ~ Rp  131.474.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

Dan Keadaan Mendesak

Sebelum Rp. 92.009.612,00
Bertambah /(Berkurang) Rp. (3.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 89.009.612,00
O Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp. 90.007.873,77

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Sebelum Rp. 113.037.526,23

Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Setélah Perubahan Rp. 113.037.526,23

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sebelum Rp. 50.000.000,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. 153.045.400,00

Jumlah Setelah Perubahan Rp 203.045.400,00

Q Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (90.007.873,77)
Sisa lebih /(Kurang) perhitungan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang "
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Q)f
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan g‘

Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.



Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Kubang Tangah.
Ditetapkan di Desa Kubang Tangah
pada tanggal 3¢ Oktober 2025
KEPALA DESA KUBANG TANGAH, {

i o

Diundangkan di Desa Kubang Tangah
pada tanggal %2 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA KUBANG TANGAH,

4
ME/DK’ DESWAR&i

BERITA DESA KUBANG TANGAH TAHUN 2025 NOMOR . A



